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BAB  II 

TINJAUAN UMUM 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Pejanjian Pada Umumnya  

1. Pengertian Perjanjian 

Pasal-pasal yang mengatur perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata ((KUH Perdata) terdapat dalam Buku Ketiga tentang perikatan pada Bab 

Kedua Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pengertian perjanjian 

dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah: 

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.37 

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada 

seoarang lain atau dimana  dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu 

hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang 

dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang 

yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian 

perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau 

ditulis.  

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa 

perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di 

sampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga di namakan persetujuan, 

karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua 

 
37 Pasal 1313 KUHPerdata 
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perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, 

lebih smepit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. 

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. 

Memang, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi 

sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan 

perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, 

ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari 

undang-undang.38 

Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata ini merupakan 

salah satu perikatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1233 KUH Perdata, 

yang menyatakan: ”Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik 

karena Undang-Undang”. Kata persetujuan dalam Pasal ini adalah perjanjian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Suatu perjanjian juga 

dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan 

sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu 

adalah sama artinya. 

Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut overeenkomst dan hukum 

perjanjian adalah overeenkomstenrecht.39 Perjanjian adalah tindakan hukum yang 

terbentuk dengan memeprhatikan ketentuan perundang-undangan perihal aturan 

bentuk formal oleh perjumpaan pernyataan kehendak yang saling bergantung satu 

sama lain sebagaimana dinyatakan oleh dua  atau lebih pihak, dan dimaksudkan 

untuk menimbulkan akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta atas 

 
38 Subekti, Hukum Perjanjian, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1983,hlm:1. 
39 C.S.T. Kansil dan Christine S. T.Kansil, Op.Cit., hlm: 203. 
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beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah (semua) 

pihak bertimbal balik”.40 

Perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. 

Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan 

menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, dan menyangkut juga tenaga 

kerja. Perjanjian yang mengandung cacad hukum tertentu tidak dapat 

dilaksanakan dengan sempurna, sehingga walaupun perjanjian itu ada, tidak satu 

pun pihak yang dapat menggugat pihak lainnya. Perjanjian-perjanjian tertentu, 

misalnya tidak perlu dalam bentuk tertulis, tetapi tidak ada pihak yang dapat 

digugat karena melanggar perjanjian dalam hal tidak ada bukti tertulis. 

Penyerahan barang atau uang berdasarkan perjanjian yang tidak sempurna itu 

adalah sah dan tidak dapat dituntut kembali, tetapi perjanjian itu tidak dapat 

digugat jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. 

Perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih, yang 

terletak diantara harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan 

yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. 41  Untuk menentukan bahwa suatu 

hubungan hukum itu merupakan perikatan, pada mulanya para ahli dapat dinilai 

dengan uang. Suatu hubungan dapat dinilai dengan uang, jika kerugian yang di 

derita seseorang dapat dinilai  dengan uang. Akan tetapi nyatanya ukuran tersebut 

tidak dapat memberikan pembatasan, karena dalam kehidupan masyarakat sering 

kali terdapat hubungan-hubungan yang sulit untuk diindahkan oleh hukum, akan 

menimbulkan ketidakadilan, yang menyebabkan terganggunya kehidupan 

 
40 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, PT. Citra Aditya 

Bakti, 2006, hlm: 139. 
41 Mariam Darus Badmlzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 3. 
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masyarakat. sehingga dengan demikian, dapat dinilai dengan uang tidak lagi 

dipergunakan sebagai sesuatu kriteria untuk menentukan adanya suatu perikatan.42 

Hukum tidak akan mengakui semua perjanjian, terutama berkenaan dengan 

pemberian suatu kerangka sehingga usaha dapat berjalan, jika perjanjian dapat 

dilanggar dengan bebas tanpa hukuman, orang-orang tidak bermoral dapat 

menciptakan kekacauan. Oleh karena itu, hukum akan turut campur dan 

memerintahkan orang yang melanggar perjanjian itu supaya membayar ganti rugi 

kepada pihak yang dirugikan, tetapi hanya jika perjanjian itu memenuhi syarat-

svarat pokok.43 

 

2. Asas-asas perjanjian 

Di dalam hukum perjanjian terdapat lima azas penting yang sekaligus 

merupakan esensi hukum perjanjian. Kelima asas tersebut adalah asas kebebasan 

mengadakan perjanjian (kontrak), asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda 

(asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian. 

a. Asas kebebasan mengadakan perjanjian 

Kebebasan mengadakan perjanjian adalah salah satu asas dalam hukum 

umum yang berlaku di dunia. Asas ini memberi kebebasan kepada setiap 

warga negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan 

ketertiban umum. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan, “ semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

 
42 Ibid.  
43 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, PT Alumni, Bandung 2006, hlm. 95 
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mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan mengadakan perjanjian adalah 

suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak yang mengadakan 

perjanjian untuk: 

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian 

b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun 

c. Menentukan isis perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, 

d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis, 

e. Menerima atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang 

bersifat opsional. 

Semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatnya memenuhi 

syarat berlaku pembuatnya dengan kekuatan yang sama seperti undang-

undang. Para pihak pembuat perjanjian bebas untuk membuat perjanjian 

dengan isi apa saja di dalam sebuah perjanjian dengan memperhatikan 

batasan-batasan hukum yang berlaku. 

 

b. Asas Konsensualisme 

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya asas konsensualisme, berasal dari 

kata consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme dapat ditelusuri 

dalam rumusan pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Dalam pasal ini, 

ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalan adanya 

kesepakatan kedua belah pihak. Dengan kata lain, perjanjian itu sah jika 

sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan 

lagi formalitas. Namun, berbagai ketentuan undang-undang menetapkan 

bahwa untuk sahnya perjanjian harus dilakukan secara tertulis (contohnya 
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perjanjian perdamaian), atau yang diharuskan dibuat dengan akta yang 

dibuat oleh pejabat berwenang (contohnya akta pendirian perseroan 

terbatas/ PT). asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdata 

berkaitan dengan perjanjian. 

 

c. Asas pacta sunt servanda 

Asas pacta sunt servanda atau diterjemahkan sebagai asas kepastian hukum 

(janji wajib ditepati) terangkum dalam rumusan pasal 1338 ayat (1) 

KUHPerdata,” semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang”. Asas pacta sunt servanda menyatakan hakim atau pihak 

ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, 

sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh 

melakukan intervensi atau campur tangan terhadap substansi perjanjian 

yang dibuat oleh para pihak. 

 

d. Asas itikad baik 

Pasal 1338 ayat (3) KUHperdata menyatakan bahwa,” semua perjanjian 

harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik menyatakan bahwa 

para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi 

kontrak berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik 

dari para pihak. 

 

e. Asas kepribadian 

Asas kepribadian adalah asas yang menetukan bahwa seseorang yang akan 

melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseroan 
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saja. Dalam pasal 1315 dirumuskan,” pada umumnya tak seorang pun dapat 

mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, 

kecuali untuk dirinya sendiri”. Pasal 1315 ini berkaitan dengan rumusan 

pasal 1340 KUHPerdata,” perjanjian-perjanjian hanya berlaku di antara 

pihak-pihak yang membuatnya”. 

Kedua pasal ini (pasal 1315 dan 1340) menerangkan bahwa perjanjian 

hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya sehingga tidak boleh seseorang 

melakukan perjanjian yang dibebani pihak ketiga. Memberikan hak kepada pihak 

ketiga dapat saja dilakukan jika sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1317 

KUHPerdata,” lagi pula diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu 

janji guna kepentingan pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat 

oleh seseorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya 

kepada orang lain, memuat suatu janji seperti itu. Siapa yang telah 

memeperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila 

pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya”.44 

 

3. Syarat sahnya perjanjian 

Pasal  1313 KUHPerdata, yaitu”suatu perjanjian adalah satu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap  satu orang lain 

atau lebih”, menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang 

menggambarkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. 45 

 
44 BN. Marbun, Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum, Puspa Swara, 2009. hlm:4-7. 
45 Ibid. hlm: 8. 
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Suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila dipenuhi 4 syarat seperti yang 

ditegaskan oleh pasal 1320 KUHPerdata. Bunyi pasalnya yang antara lain,” untuk 

sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat: 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3. Suatu hal tertentu 

4. Suatu sebab yang halal. 

Syarat no. 1 atau kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat no. 

2 atau kecakapan  untuk membuat suatu perikatan disebut syarat subjektif, yaitu 

syarat untuk subjek hukum atau orangnya. Sedangkan syarat no. 3 atau suatu hal 

tertentu dan syarat no. 4 suatu sebab yang halal disebut syarat objektif, yaitu 

syarat untuk objek hukum atau bendannya.46 

1. Kesepakatan kedua belah pihak. 

Syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan atau konsensus yang 

ditandai dengan perasaan rela atau ikhlas di antara para pihak pembuat perjanjian 

mengenai hal-hal yang dituangkan di dalam isi perjanjian. Kesepakatan ini diatur 

dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Adapun yang dimaksud dengan 

kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih 

dengan pihak lainnya. Demi tercapainya persesuaian pernyataan kehendak, dapat 

ditelusuri dari hal: 

a. Bahasa yang lengkap dan tertulis 

b. Bahasa yang sempurna secara lisan 

 
46 C.S.T. Kansil dan Christine S. T.Kansil, Op. Cit., hlm:223-224. 
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c. Bahasa yang kurang sempurna, sepanjang dapat dimengerti dengan jelas 

oleh pihak lawannya. 

d. Bahasa isyarat sepanjang dapat diterima oleh pihak lawannya 

e. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan. 

Dalam praktiknya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak 

adalah dengan bahasa yang sempurna secara tertulis atau lisan. Perjanjian yang 

dituangkan dalam bentuk tertulis mempunyai keunggulan tersendiri daripada 

bentuk lisan, yaitu dapat memberikan kepastian bagi para pihak dan sebagai alat 

bukti yang sempurna, jika timbul sengketa dikemudian hari. 

2. Kecakapan bertindak 

Kecakapan bertindak merupakan penjabaran dari cakap hukum, yaitu 

kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang 

yang oleh hukum dinyatakan sebagai  subjek hukum. Perbuatan hukum adalah 

perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan 

mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai 

wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh 

undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan 

hukum adalah orang yang sudah dewasa, yaitu mereka yang telah berusia 21 

tahun atau sudah menikah. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan 

hukum adalah: 

1. Anak di bawah umur (belum dewasa), 

2. Orang yang berada  di bawah pengampuan, 
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3. Perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu perempuan yang 

sudah menikah dan tidak didampingi suaminya. Namun, ketentuan ini 

sudah tidak berlaku lagi sekarang sehingga perempuan yang bersuami 

pun dianggap telah cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian. 

Dari pasal 1330 KUHPerdata itu terdapat pengertian tidak cakap hukum 

dalam 3 hal, yaitu: 

a. Orang dibawah umur adalah orang yang belumk kawin dan belum 

berumur 21 tahun. 

b. Orang yang di bawah pengampuan (curatele) yaitu orang sudah dewasa 

atau telah berumur di atas 21 tahun tetapi tidak mampu karena: 

- Pemabuk 

- Gila 

- Pemboros 

c. Wanita yang sedang mempunyai suami hilang kecakapannya, karena dia 

harus mendampingi suami (ketentuan ini telah dihapus oleh pasal 31 UU 

No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan). 

Ketiga hal ini, bila melakukan perjanjian tanpa izin dari yang mengawasinya 

maka dikatakan perjanjian itu tercatat. Oleh karena itu perjanjian itu dapat 

dibatalkan oleh hakim, baik secara langsung ataupun melalui orang yang 

mengawasinya. 

Pengertian orang-orang yang belum dewasa menurut pasal 1330 

KUHPerdata dihubungkan dengan pasal 330 KUHperdata. Menurut pasal 330 

KUHperdata belum dewasa apabila belum berumur 21 tahun dan sebelumnya 
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belum melangsungkan pernikahan. Bunyi pasal 330 KUHperdata: “ Belum 

dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih 

dahulu telah kawin”. 

 

3. Hal tertentu. 

Sebagi syarat ketiga sahnya perjanjian, menurut pasal 1320 KUHPerdata 

ialah suatu hal tertentu. Ketentuan untuk hal tertentu ini menyangkut objek hukum 

atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum 

itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak 

berwujud, benda bergerak ataub benda tidak bergerak.. Hal tertentu mengenai 

objek hukum benda itu oleh pihak-pihak ditegaskan di dalam perjanjian 

mengenai: 

1. Jenis barang 

2. Kualitas dan mutu barang 

3. Buatan pabrik dan dari negara mana 

4. Buatan tahun berapa 

5. Warna barang 

6. Ciri khusus barang tersebut 

7. Jumlah barang 

8. Uraian lebih lanjut mengenai barang itu. 

 

4. Sebab yang halal 

Syarat keempat sahnya perjanjian menurut pasal 120 KUHPerdata adanya 

sebab (causa) yang halal. Dalam pengertian ini pada benda (objek hukum) yang 



50 

 

menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan 

menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat. Pasal 1320 KUHperdata yang 

mengatur tentang 4 syarat-syarat sahnya perjanjian, maka perlu dipastikan 

perjanjian itu terjadi atau lahir. 

Di dalam masyarakat ada 2 kemungkinan lahirnya perjanjian itu yaitu: 

1. Sejak terjadi kata sepakat para pihak. 

Kesepakatan itu sebenarnya sudah cukup secara lisan, hanya saja supaya 

lebih kuat mengikat bagi pihak-pihak itu dapat dilakukan secara tertulis, 

baik dengan akta atau tanpa akta. 

2. Sejak pernyataan sebelah-menyebelah bertemu yang kemungkinan 

diikuti sepakat. 

Mengenai syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian, telah diterangkan, 

bahwa apabila suatu syarat objektifnya tidak terpenuhi (hal tertentu atau causa 

yang halal), maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang 

demikian, secara yuridis dari semula tidak ada perjanjian dan tidak ada pula suatu 

perikatan antara ornag-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Tujuan 

para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama 

lain telah gagal. Tak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain di depan 

hakim, karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim ini diwajibkan karena 

jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.47 

Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat 

yang subjektif, maka perjanjian itu bukannya batal demi hukum, tetapi dimintakan 

 
47 Subekti, Op.Cit,.Hlm: 22. 
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pembatalan (Canceling) oleh satu pihak. Pihak ini adalah pihak yang tidak cakap 

menuntut hukum (orang tua atau walinya, ataupun ia sendiri apabila ia sudah 

menjadi cakap), dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui 

perjanjian itu secara tidak bebas. 

Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepda 

seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. 

Melihat macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian 

itu dibagi dalam tiga macam, yaitu: 

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang. 

2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. 

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. 

Perjanjian yang pertama, misalnya: jual beli, tukar-menukar, penghibahan 

(pemberian), sewa-menyewa, pinjam pakai. Perjanjian macam kedua: perjanjian 

untuk membuat suatu lukisan perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membikin 

sebuah garansi, dan lain-lain sebagainya. Perjanjian macam ketiga, misalnya: 

perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan 

suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seorang lain, dan sebagainya. 

Suatu persoalan dalam hukum perjanjian, ialah jika si berhutang (si debitur) 

tidak menepati janjinya, si berpiutang (kreditur) dapat mewujudkan sendiri 

prestasi yang dijanjikan itu. Artinya si berpiutang (kreditur) dapat dikuasakan oleh 

hakim untuk mewujudkan atau merealisasikan sendiri apa yang menjadi haknya 
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menurut perjanjian. 48  Undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan 

pekerjaan dalam tiga macam, yaitu: 

a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, 

b. Perjanjian kerja/perburuhan, dan 

c. Perjanjian pemborongan-pekerjaan                                                                                                                        

Dalam perjanjian dari sub. a, suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya 

dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mana ia 

bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai 

tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Biasanya pihak lawan 

ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga 

sudah memasang tarip jasanya itu. Upahnya biasanya dinamakan honorarium. 

Yang dinamakan perjanjian “pemborongan-pekerjaan” itu adalah suatu perjanjian 

antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak 

yang memborong pekerjaan), dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil 

pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang 

sebagai harga-pemborongan.49 

 

4. Berakhirnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Berakhirnya perjanjian menurut Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata adalah: 

1) Karena pembayaran; 

 
48 Ibid., hlm: 36. 
49 R. Subekti, aneka perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm:58. 
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2) Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau 

penitipan; 

3) Karena pembaharuan utang; 

4) Karena perjumpaan utang atau kompensasi; 

5) Karena percampuran utang; 

6) Karena pembebasan utang; 

7) Karena musnahnya barang yang terutang; 

8) Karena kebatalan atau pembatalan; 

9) Karena berlakunya suatu syarat batal; dan 

10) Lewatnya waktu. 

Dengan demikian, bila salah satu syarat yang dimaksud terjadi maka dengan 

sendirinya perjanjian akan menjadi batal, karena telah terpenuhinya unsur-unsur 

hapusnya atau berakhirnya sebuah perjanjian. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Wanprestasi. 

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan.50 

Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban 

memenuhi prestasi dari debitur selalui disertai dengan tanggung jawab (liability), 

artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan 

hutangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 

KUHPerdata, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, 

baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan 

hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum. 

 
50 Mariam Darus Badrulzaman, Asas-Asas Hukum Perikatan, FH USU, Medan, 1970, hlm. 8.   
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Kitab undang-undang hukum perdata membedakan dengan jelas antara 

perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang 

atau akibat hukum dari suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang 

dikehendaki oleh kedua belah pihak, suatu perbuatan yang dibuat dan dikehendaki 

oleh kedua belah pihak karena memang perjanjian yang didasarkan atas 

kesepakatan yaitu persesuaian kehendak para pihak-pihak yang membuat 

perjanjian tersebut. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari 

undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan 

hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang. 

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, Wanprestatie yang 

berarti : prestasi buruk. Menurut R. Subekti, wanprestasi adalah :  

“Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, 

maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi’. Ia alpa atau “lalai” atau 

ingkar janji. Ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat 

sesuatu yang tidak boleh dilakukannya”.51 

 

Di dalam suatu perjanjian dimungkinkan terjadinya suatu wanprestasi 

(kelalaian atau kealpaan) yang dilakukan oleh debitor dalam memenuhi 

kewajibannya kepada kreditor. Apabila si berutang (debitor) tidak melakukan apa 

yang dijanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau “lalai” 

atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau sesuatu 

yang tidak boleh dilakukanya.  

Wanprestasi jika dilihat dari segi hukum maka wanprestasi itu dapat 

timbul dari dua hal: 

 
51 Subekti, Op.Cit., hlm 45   
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1.  Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau 

dikehendaki oleh tergugat. 

2. Kelalaian, maksudnya si tergugat tidak mengetahui kemungkinan bahwa 

akibat itu akan timbul. 

Kedua hal tersebut di atas memberikan akibat yang berbeda dimana 

didalamnya adanya kesengajaan tergugat, si debitur harus banyak menggantikan 

kerugian dari pada hal kelalaian. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang 

debitor dapat berupa empat macam : 

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 

2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 

3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang atau debitor sebagai pihak 

yang wajib melakukan sesuatu diancam beberapa sanksi atau hukuman. Sanksi 

yang tidak enak bagi debitor yang lalai ada empat macam, yaitu: 

1. Membayar kerugian yang diterima oleh kreditor atau dengan singkat 

dinamakan ganti rugi; 

2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian; 

3. Peralihan resiko; 

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim. 

 

Menurut Sri Soedewi Masychoen Sofwan, baru dapat dinyatakan 

melakukan wanprestasi, harus dipenuhi unsur-unsur yaitu: 
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1. Perbuatan yang dilakukan debitur itu dapat disesalkan. 

2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti objektif, yaitu orang 

yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul maupun 

dalam arti subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan 

demikian akan timbul. 

3. Dapat meminta pertanggungjawaban perbuatannya, artinya bukan orang 

gila atau orang lemah ingatan.52 

Dalam hubungannya dengan akibat wanprestasi, yaitu masalah ganti 

kerugian Subekti menyatakan bahwa :  

“Ganti kerugian sering diperinci dalam tiga unsur yaitu: biaya, rugi dan 

bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-

nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah satu kerugian karena 

kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh 

kelalaian si debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan 

keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.”53 

 

Pada dasarnya ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur hanyalah 

kerugian yang berupa sejumlah uang, oleh karena itu bentuk atau wujud dari 

penggantian kerugian tersebut juga harus berbentuk uang.54 

Lebih lanjut R. Setiawan menentukan ukuran ganti rugi, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Ukuran obyektif, yaitu harus diteliti berapa kerugian pada umumnya dari 

seorang kreditur dalam keadaan yang sama seperti kreditur yang 

bersangkutan.  

 
52 Sri Soedewi Masychoen Sofwan, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Liberty, Yogyakarta, 1983, 

hlm. 26. 
53 Subekti, Op.Cit.hlm. 47   
54  Hartono Hadi Suprapto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, 

Yogyakarta, 1997, hlm.  45   
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2. Keuntungan yang akan diperoleh disebabkan karena adanya perbuatan 

wanprestasi.55 

Wanprestasi tidak selalu terjadi dengan sendirinya, teutama pada perikatan 

yang tidak dengan ketentuan waktu, sehingga tidak ada kepastian kapan ia betul-

betul wanprestasi. Jalan keluar untuk mendapatkaan kapan debitur itu 

wanprestasi, maka undang-undang memberikan upaya hukum dengan suatu 

pernyataan lalai (sommasi, ingebrekstelling), yang menurut Surat Edaran 

Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 bahwa pengiriman turunan surat gugat 

kepada tergugat dapat dianggap sebagai pernyataan lalai.  

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau 

dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.56 Lebih 

lanjut mengenai ganti kerugian akibat wanprestasi Abdulkadir Muhammad, 

menyatakan bahwa haruslah ada suatu teguran baik teguran secara tertulis, dengan 

surat perintah atau dengan akta sejenis.57 

Penjelasan tersebut pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 

KUHPerdata, yaitu:  

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu 

perjanjian barulah mulai diwajibkan apabila si debitur setelah dinyatakan 

lalai memenuhi kewajibannya, masih tetap melalaikannya atau jika sesuatu 

yang harus diberikanatau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat 

tenggat waktu yang telah dilampaukannya. 

 

 
55 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, PT. Binacipta, Bandung, 2000, hlm. 69.   
56 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.   
57 Abdulkadir Muhammad, Op.,Cit., hlm. 22   
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Dengan demikian pembayaran ganti kerugian karena wanprestasi baru 

dapat dituntut pada debitur bilamana ia telah menerima teguran untuk 

melaksanakan kewajibannya, namun masih tetap tidak dilaksanakan. 

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang, diancamkan beberapa sanksi 

atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang 

lalai ada empat macam, yaitu: 

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat 

dinamakan ganti rugi; 

2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian; 

3. Peralihan resiko; 

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.58 

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang sangat 

penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berhutang melakukan 

wanprestasi atau lalai. Kadang tidak mudah untuk mengatakan bahwa seorang 

lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu 

pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dalam jual beli barang, 

misalnya tidak ditetapkan kapan barangnya harus dikirim tempat si pembeli, atau 

kapan si pembeli ini harus membayar uang harga barang tersebut. Paling mudah 

untuk menetapkan seorang itu melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang 

bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu 

melakukannya, artinya ia melanggar perjanjian. Ia melakukan wanprestasi. 

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan 

 
58 Soebekti, Op.,Cit, hlm. 45 
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suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si 

berhutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, 

pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus 

diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Jikalau 

prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu 

yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi (dalam hal ini menyerahkan 

barang tersebut) tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak 

seketika dapat dilakukan, maka si berhutang perlu diberikan waktu yang pantas. 

Tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang debitur, agar jika ia 

tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh Pasal 

1238 KUHPerdata. Pasal itu berbunyi sebagai berikut: 

Si berhutang adalah lalai, bila ia denagn surat perintah dan dengan sebuah 

akta sejenis itu telah diakatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, 

menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan 

lewatnya waktu yang ditentukan. 

 

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas 

ditagih janjinya, seperti yang diterangkan di atas, maka jika ia tetap tidak 

melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia 

dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi 

atau pembatalan perjanjian dan peralihan resiko. Sebagai kesimpulan bila terjadi 

ingkar janji (wanprestasi) hak-hak dari kreditur adalah sebagai berikut: 

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan. 

2. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat 

timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (ontbinding). 
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3. Hak menuntut ganti rugi (schade vergoeding). 

4. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi. 

5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.59 

 

Menurut Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUHPerdata, dari ganti  

ugi ialah biaya, rugi dan bunga. Apabila Undang-Undang menyebutkan rugi maka 

yang dimaksud adalah sebagai berikut kerugian nyata yang dapat diduga atau 

diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar 

janji (wanprestasi). Jumlahnya ditentukan dengan suatu perbandingan di antara 

keadaan kekayaan sesudah terjadinya ingkar janji dan keadaan kekayaan 

seandainya tidak terjadi ingkar janji. Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh 

Undang-Undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apapun yang dapat 

dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Boleh dikatakan, ketentuan-ketentuan itu 

merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan 

demikian seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh 

Undang-Undang terhadap kesewenang-wenangan si kreditur. Seperti juga ia 

sudah pernah dilindungi oleh KUHPerdata (Pasal 1338 ayat 3) dalam soal 

pelaksanaan perjanjian. Sekarang ia dilindungi pula dalam soal ganti rugi dengan 

adanya pembatasan ganti rugi itu. 

Pada umumnya debitur hanya memberikan ganti rugi jika kerugian itu 

mempunyai hubungan langsung dengan wanprestasi, dengan perkataan lain antara 

 
59 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2001, hlm. 21. 
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ingkar janji dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (kausal). Hal ini 

disebutkan dalam Pasal 1248 KUHPerdata: 

Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu 

daya debitur, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai 

kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang terhilang 

baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari 

tidak dipenuhinya perikatan. 

 

B. Kasus Posisi Perkara Perdata No. 09/Pdt.G/2014/ PN.RHL 

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara 

perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap Muhammad 

Tuah selaku penggugat, dan Aria Fajar selaku tergugagat. Pengugat dengansurat 

gugatannya tertanggal 17 Maret 2014 telah mengajukan gugatan terhadap 

tergugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal 

27 Maret 2014 dan tercatat dalam register perkara Nomor: 

09/Pdt.G/2014/PN.RHL. Gugatan penggugat yang telahd ubah sebagai berikut:60 

1. Pengugat dan tergugat membuat perjanjian dibawah tangan tanggal 10 Juli 

2009 Nomor: 108/W/2009. Adapun isi perjanjian tersbeut adalah: 

1) Pengugat dan tergugat telah sepakat bermitra untuk membangun 

perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dusun I dan Dusun II 

Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabuten Rokan Hilir. 

2) Salah satu dasar perjanjian tersebut adalah dengan adanya dukungan 

penghulu Siarang-arang sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 100/PEM/ 

SAA/I/2009/012 tanggal 12 januari 2009. Rekomendasi Penghulu 

Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabuten Rokan Hilir. 

3) Sesuai Pasla 1 bagian c, segala perijinan dan permasalahan berupa 

apapun yang menyangkut tanah/lahan untuk pembangunan perkebunan 

kelapa sawit tersebut adalah tanggung jawab pengugat sendiri. 

4) Pembagian lahan usaha perkebunan sawit tersebut sesuai Pasal 3, 

penggugat mendapat bagian sebesar 30% dan tergugat sebesar 70% dari 

lahan yang benar-benar dapat diusahakan/digarap, berdasarkan 

pengukuran bersama-sama atau instansi yang berwenang. 

 
60 Berkas Perkara Perdata No. 09/Pdt.G/2014/ PN.RHL, hlm. 1-2 
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5) Biaya untuk kebun bagian penggugat yang seluas 30%, mulai dari 

pembukaan lahan, pembersihan, pembibitan, penanaman dan 

pemeliharan seluruhnya adalah menjadi beban dan tanggungan 

penggugat yang sumber dananya adalah dari kredit Bank dan tergugat 

bertindak sebagai penjamin. 

6) Sesuai Pasal 5 point 1 kebun bagian penggugat sebesar 30% tersebut 

dilakukan secara bertahap dan akan dimulai penanamannya setelah izin 

diterbitkan/dikeluarkan oleh isntansi yang berwenang dan sah. Kebin 

bagian penggugat harus didahulukan penanamannya oleh tergugat. 

7) Sesuai pasal 5 point kebun kelapa sawit bagian penggugat yang telah 

selesai ditanam tergugat, harus diserahkan oleh tergugat kepada 

penggugat baik sebagian-sebagian maupun seluruhnya. 

2. Penggugat telah berusaha untuk mengurus dan melengkapi segala izin yang 

diperlukan untuk pembangunan kebun kelapa sawit yang menjadi kewajiban 

dan tanggung jawab penggugat sesuai isi perjanjian, akan tetapi karena 

persyaratan yang dibutuhkan tidak dapat penggugat penuhi, maka izin 

tersebut belum diterbitkan oleh pihak berwenang. 

3. Sesuai fakta saat ini, tergugat telah melakukan pembangunan kebun berupa 

pembukaan lahan, pembersihan, pembibitan, penanaman di lahan yang telah 

disepakati antara penggugatdan tergugat sesuai perjanjian walaupun tidak 

memiliki ijin dari instansi yang berwenang. Bahkan sebagian kebun sawit 

tersebut telah berproduksi khususnya di daerah gambangan seluas sekira 

lebih kurang 3.600 hektar. 

4. Perbuatan tergugat melakukan pembangunan kebun kelapa sawit berupa 

pembukaan lahan, pembersihan, pembibitan, penanaman dengan tidak 

memiliki ijin dari isntansi yang berwenang telah melanggar perjanjian 

antara penggugat dan tergugat, maka demikian bahwa tergugat telah terbukti 

melakukan wanprestasi.61 

5. Pembangunan kelapa sait seluas 6.000 (enam ribu) hektar yang dilakukan 

tergugat telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 

Tahun 2004 tentang perkebunan Pasla 17 ayat (1) dan Peraturan Menteri 

pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140./2/2007 yang telah dirubah dengan 

Peratura Menteri Pertanian Nomor: 98 /Permentan/OT.140./9/2013 Pasal8, 

maka perbuatan tergugat secara jelas dan nyata telah terbukti melakukan 

perbuatan melawan hukum. Perbuatan tergugat sangat merugikan pengugat 

sebab sesuai isi perjanjiam bahwa segala masalah yang timbul adalah 

menjadi tanggungan pengugat sendiri. 

6. Pembangunan kebun sawit yang dilakukan tergugat yang telah menyimpang 

dari perjanjian, telah pula banyak menimbulkan masalah dengan masyarakat 

karena telah melakukan penggarapan terhadap tanah masyarakat yang 

dikuasai dan memiliki alas hak kepemilikan dari pemerintah Kabupaten 

Rokan Hilir Penghulu Siarang-arang, bahkan tergugat diduga telah 

melakukan penyerobotan tanah dan perusakan terahdap tanaman sawit 

maupun rumah warga. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya keluhan, 

 
61 Ibid., hlm. 2-3 
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laporan tertulis, tuntutan pidana maupun perdata yang diajukan masyarakat 

kepada pihak yang berwenang. 

7. Sehubungan tuntutan masyarakat baik secara lisan maupun tertulis kepada 

penggugat, yang menyampaikan keberatan kepada penggugat bahwa 

tergugat telah melakukan penggarapan lahan masyarakat yang tembuskan 

kepada instansi pemerintah, telah menyampaikan surat ditembuskan kepada 

isntansi peemrintah, kami telah menyampaikan surat Nomor: 

02/KTMT/SAA/II/2014 tanggal 6 Maret 2014 agar tergugat menghentikan 

penggarapan lahan masyarakat, namun tergugat tidak pernah 

mengindahkannya. 

8. Akibat keberatan masyarakat, penghulu Siarang-arang telah pula 

menyampaikan himbauan agar tergugat menghentikan penggarapan lahan 

masyarakat melalui Surat Nomor: 140/Pemdes/SAA/IX/2012/447 perihal 

penetopan penggarapan lahan tanggal 19 September 2012. 

9. Akibat ketidakpedulian tergugat, maka penghulu Siarang-arang telah 

membatalkan Surat Rekomenadi Penghulu Nomor: 100/PEM/SAA/I/2009/ 

012 tanggal 12 Januari 2009. 

10. Bilmar Situmorang adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 1160 hektar 

yang telah menguasai serta memiliki alas hak dari pemerintah Kabupaten 

Rokan Hilir Penghulu Siarang-arang telah melakukan gugatan kepada 

penggugat karena tergugat telah menggarap dan merusak tanamannya. 

Lahan Bilmar Situmorang tersebut adalah diluar milik penggugat 

berdasarkan Surat keterangan penghulu Siarang-Arang Nomor: 

140/PEMDES/SK/II/2014/037 tanggal 14 Februari 2014 dan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu maka 

penggarapan lahan tersebut harus dihentikan karena perbuatan tergugat telah 

melanggar isi perjanjian dan merupakan perbuatan melanggar hukum. 62 

11. Sesuai fakta tersebut di atas, tergugat telah melakukan perbuatan melawan 

hukum dan tidak berperikemanusiaan oleh sebab itu perbuatan tergugat 

harus dihentikan aga tidak menambah korban lain. 

12. Sesuai fakta tergugat telah melakukan pembangunan kebun kelapa sawit 

dilahan yang diperjanjikan dan seluas lebih kurang 3600 hektar telah 

berproduksi. Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi hal ini 

terbukti bahwa sesuai perjanjian, kebun bagian penggugat sebesar 30% dari 

3600 hektar atau seluas 1080 hektar harus didahulukannya penanamannya 

dan setelah selesai ditanam, penggugat harus menyerahkan kebun bagian 

penggugat. Namun tergugat mengambil sendiri hasil kebun bagian 

penggugat. 

13. Penggugat yang diwakili oleh Tim mediasi telah pernah membicarakan 

maslaah kebun seluas 3600 hektar dengan tergugat. Dari nhasil mediasi 

terggugat berjanji akan menyerahkan bagian penggugat sesuai surat 

pernyataan tertanggal 7 April 2012, akan tetapi sampai saat ini tergugat 

tidak pernah mematuhi isi surat pernyataan tersebut. 

 
62 Ibid., hlm. 3-5 
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14. Akibat perbuatan tergugat yang tidak mematuhi isi perjanjian antara 

penggugat dan tergugat, maka penggugat telah banyak mengalami dan 

menanggung kerugian, baik moral maupun material. 

15. Berdasarkan rangkaian peristiwa yang terjadi dan didukung bukti-bukti serta 

dokumen yang ada terbukti tergugat telah menyebabkan pengugat 

kehilangan hak  untuk mendapat ijin kebun sleuas 6000 hektar, dengan 

demikian maka terbukti perbuatan tergugat telah memenuhi unsur perbuatan 

melawan hukum. 

16. Berdasarkan hal tersebut untuk itu para pengugat mohon kepada Bapak 

Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang terhormat untuk menyatakan 

tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.63 

17. Oleh karena tindakan tergugat membangun kebun tanpa ada ijin lahan 

Bilmar Situmorang merupakan perbuatan melanggar hukum dan tidak 

menyerahkan kebun seluas 1080 hektar yang telah berproduksi kepada 

penggugat  adalah perbuatan wanprestasi yang berimplikasi terahdap akta 

perjanjian tanggal 10 Juli 2009 Register Nomor: 108/W/2009 yang 

diperbuat tergugat dan PT. Rokan Agrindo Pratama Plantation.  

 

Alat-alat bukti yang diajukan oleh pengugat yaitu alat bukti surat berupa: 

1. Surat perjanjian tanggal 10 Juli 2009 ntara jufrizl/ketua kelompok Tani 

Melayu Terpadu Siarang-arang dengan Aria fajar (Direktur) dan Halim 

hasak (Komisaris) PT. Rokan Agrindo Pramata Plantation dan telah di 

catat dalam buku daftar dengan akta pendaftaran Nomor: 108/W/2009/ dua 

rangkap tanggal 10 Juli 2009 oleh Nurhayati notaris Pekanbaru. 

2. Surat Keputusan Penghulu Siarang-arang Nomor: 140/PEMDES/ 

SAA/2012/003 tentang susunan kepengurusan kelompok Tani melayu 

terpadu Siarang-arang tanggal 28 April 2012 berdasarkan hasil rapat pada 

tanggal 27 April 2012 dengan ketua M. Tuah. 

3. Surat pernyataan Aria Fajar/Direktur PT. ROkan Agrindo Pratama 

Plantation tanggal 07 April 2012 yang isinya tentang 1. Bahwa perusajaan 

PT. Rokan Agrindo Pratama Plantation tidak benar telah melakukan 

negosiasi dengan pihak tertentu untuk menjual lahan yang terletak di 

gambangan, 2. Perusahaan berkewajiban memebrikan hak-hak masyarakat 

sesuai kesepakatan awal apabila lahan yang sudah ditanami kelapa sawit 

yang terletak di gambangan dan memang benar-benar termasuk did alam 

wilayah Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud, kabupaten rokan 

Hilir, 3. Perusahaan bekerjasama dengan amsyarakat yang dalam hal ini 

diwakili tim mediasi untuk menyelsaikan masalah lahan di gambangan 

yang termasuk/berada di wilayah kepenghuluan Siarang-arang, Kecamatan 

Pujud Kabupaten Rokan Hilir.64 

4. Surat Penghulu Siarang-arang tanggal 30 Mei 2012 Nomor: 140/ 

PEMDES/SAA/V/2012/203 perihal pemberitahuan pergantian pengurus 

 
63 Ibid., hlm. 5-7 
64 Ibid., hlm. 34-35 
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kelompok tani melayu terpadu (KTMT) dari Ajirnarudin kepada 

Muhammad Tuah kepada pimpinan PT. Rokan Agrindo Pratama 

Plantation 

5. Surat Penghulu Sirang-arang tanggal 19 September 2012 Nomor: 

140/PEMDES/SAA/IX/2012/477 perihal penyetopan penggarapan lahan 

yang ditujukan kepada pimpinan PT. Rokan Agrindo Pratama Plantation. 

6. Surat Penghulu Siarang-arang tanggal 30 April 2013 Nomor: 

140/PEMDES/IV/2013/477 yang ditujukan kepada 1. Pimpinan PT. Rokan 

Agrindo Pratama Plantation, 2. Pemilik lahan perorangan prihal himbauan 

agar menghentikan kegiatan penggarapan diatas lahan yang bukan 

miliknya 

7. Surat tanda penerimaan laporan No. Pol. STPL/16/II/2013/RIAU/Polres 

Rohil/Sektor Pujud tertanggal 23 Februari 2013 dengan pelapor Berman 

tambun, penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor. 

8. Surat tanda penerimaan laporan No. Pol. STPL/107/XI/2013/RIAU/Polres 

Rohil/Sektor Pujud tertanggal 15 oktober 2013 dengan pelapor Hotni Br 

Sirait, adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan dalam lidik yang 

terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2013 sekitar Jam 11.00 Wib 

dan hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 14.00 di pematang 

Kopou Desa Siarang-arang Kecamatan Pujud Kabupaten rokan Hilir. 

9. Surat yang dibuat oleh Kasman Siburian Advokad/Pengacara pada 

Lembaga Bantuan Hukum Eka Prasetya tanggal 7 Nopember 2013 atas 

nama klien kami lr. Bilmar Situmorang.BA, MM. (mewakili 54 orang) 

yang ditujukan kepada Sdr. Ketua Kelomopok Tani Melayu Terpadu di 

Desa Siarang-arang dan Sdr.Direksi PT.Rokan Agrindo Pratama 

Plantation, Pekan Baru Propinsi Riau untuk menghentikan penggarapan 

lahan milik Ir.Bilmar Situmorang.  

10. Surat yang dibuat oleh Penghulu Siarang-arang tanggal 16 Nopember 2013 

Nomor: 140/PEMDES/XI/2013/86 yang ditujukan kepada Pimpinan 

PT.Rokan Agrindo Pratama Plantation perihal himbauan agar 

menghentikan kegiatan penggarapan.65 

11. Surat yang dibuat oleh Penghulu Siarang-arang tanggal 27 Desember 2013 

Nomor: 140/PEMDES/XH/2013/107 yang ditujukan kepada Sdr. 

Ajirnarudin dan Pimpinan PT.Rokan Agrindo Pratama Plantation, perihal 

pertimbangan pembatalan Rekomendasi, Pembatalan Surat Rekomendasi 

Penghulu Siarang-arang tentang dukungan pembangunan Kebun Sawit 

Kelompok Tani Melayu Terpadu seluas 6.000 hektar Nomor: 

100/PEM/SAA/20O9/012 tanggal 12 Januari 2009 untuk Kelompok Tani 

Melayu Terpadu Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud 

Kabupaten Rokan Hilir dengan ini membatalkan Rekomendasi yang telah 

diterbitkan oleh Sdr. Jumari (Penghulu Siarang-arang) dahulu. 

12. Surat Keterangan Nomor: 140/PEMDES/SK/II/2014/ 14 tanggal 10 

Pebruari 2014 yang dibuat oleh Penghulu Siarang-arang yang isinya 

keterangan tentang pengunduran diri Jufrizal dari Ketua I Kelompok Tani 

 
65 Ibid., hlm. 36 
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Melayu Terpadu sejak tahun 2010, kemudian secara otomatis dilanjutkan 

oleh Ketua II Sdr. Ajirnarudin, namun semasa Kepengurusan Sdr. 

Ajirnarudin sering terjadi komplik internal pengurus, dan adanya 

musyawarah/rapat bersama masyarakat, Lembaga Adat dan Pengurus 

Kelompok Tani Melayu Terpadu, dan penetapan Pengurus Kelompok Tani 

Melayu Terpadu yang sah adalah yang diketuai oleh Muhammad Tuah ;  

13. Surat yang dibuat oleh Kelompok Tani Melayu Terpadu (KTMT) tanggal 

16 Maret 2014 Nomor: 02/KTMT/SAA/III/2014, yang ditandatangani oleh 

Ketua M. Tuah dan Sekretaris Drs. Jauhari yang ditujukan kepada Direksi 

PT. Rokan Agrindo Pratama Plantation, perihal penhentian pekerjaan ;  

14. Surat Keterangan Nomor: 140/PEMDES/SK/II/2014/ 32 tanggal 10 Maret 

2014 yang dibuat oleh Penghulu Siarang-arang atas nama Norina Br 

Ginting yang isinya menerangkan telah terjadi penyerobotan lahan milik 

Sdri. Norina Br Ginting oleh PT. Rokan Agrindo Pratama Plantation, 

pemukulan pekerja, pemutusan jalan dan hilangnya tanaman sawit milik 

Sdri. Norina Br Ginting ;  

15. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Reg. Nomor: 274/SKGR/2010 

tanggal 16 Juli 2010 yang ditandatangani pihak Pertama Sdr. Lindra Yani 

dan pihak Kedua Sdr. Ir. Bilmar Situmorang, BA., MM dan diketahui 

Ketua RT.02 dan Ketua RW.02 Siarang-aang dan Penguhulu Siarang-

arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, dimana pihak pertama 

telah menerima uang tunai sebesar Rp. 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) 

untuk sebidang tanah belukar pihak pertama yang terletak RT.02 RW.02 

Dusun VI Kepenghuluan Siarang-arang dengan ukuran panjang 100 M X 

lebar 200 M luas 20.000 M dan pihak kedua telah mengaku menerima 

16. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hiiir Nomor : 05/PDT.G/2014 tanggal 

13 Maret 2014 antara Ir. Bilmar Situmorang sebagai Penggugat melawan 

Muhammad Tuah sebagai Tergugat (Akta Perdamaian); 

17. Undang-Undang Rl Nomor: 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Lampiran 

Buku Hukum dan UU Perkebunan Penulis Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., 

M Si, Prof. Dr. Kadarwati Budiharjo, SU dan Dr. Ir. Purwadi, MS, 

Penerbit Nusa Media Bandung Cetakan I Mei 2013 ;  

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan /OT. 140/2/2007 

tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ;  

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 96/Permentan OT. 140/9/2007 

tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ;66  

20. Surat Pemyataan tanggal 30 April 2012 yang dibuat oleh Ali Amran Ketua 

Kelompok Tani Mumpa Luar, menyatakan bahwa: tidak mengakui iagi 

Kepengurusan Kelompok Tani Melayu Terpadu yang dipimpin 

Sdr. Ajirnarudin (Ketua II) dan mendukung kepengurusan yang diketuai 

oleh Muhammad Tuah. 

21. Surat Pernyataan tanggal 01 Mei 2012 yang dibuat oleh Agus Salim Ketua 

Kelompok Tani Kuala Mensolin, menyatakan bahwa: tidak mengakui Iagi 

Kepengurusan Kelompok Tani Melayu Terpadu yang dipimpin Sdr. 

 
66 Ibid., hlm. 37-38 
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Ajirnarudin (Ketua II) dan mendukung kepengurusan yang diketuai oleh 

Muhammad Tuah. 

22. Surat Pemyataan tanggal 01 Mei 2012 yang dibuat oleh Suwandi Ketua 

Kelompok Tani Rokan Bersama, menyatakan bahwa : tidak mengakui lagi 

Kepengurusan Kelompok Tani Melayu Terpadu yang dipimpin Sdr. 

Ajirnarudin (Ketua II) dan mendukung kepengurusan yang diketuai oleh 

Muhammad Tuah. 

23. Surat Pernyataan tanggal 01 Mei 2012 yang dibuat oleh Edi Mansurdin 

Ketua Kelompok Tani Rokan Karya, menyatakan bahwa : tidak mengakui 

lagi Kepengurusan Kelompok Tani Melayu Terpadu yang dipimpin Sdr. 

Ajirnarudin (Ketua II) dan mendukung kepengurusan yang diketuai oleh 

Muhammad Tuah. 

24. Surat Pemyataan tanggal 30 April 2012 yang dibuat oleh Jali Ketua 

Kelompok Tani Rokan Maju, menyatakan bahwa : tidak mengakui lagi 

Kepengurusan Kelompok Tani Melayu Terpadu yang dipimpin Sdr. 

Ajirnarudin (Ketua II) dan mendukung kepengurusan yang diketuai oleh 

Muhammad Tuah. 

25. Surat Pernyataan tanggal 29 April 2012 yangdibuat oleh Muhammad Tuah 

Ketua Kelompok Tani Jalur Ambang, menyatakan bahwa : tidak mengakui 

lagi Kepengurusan Kelompok Tani Melayu Terpadu yang dipimpin Sdr. 

Ajirnarudin (Ketua II) dan mendukung kepengurusan yang diketuai oleh 

Muhammad Tuah.67 

26. Surat Pemyataan tanggal 30 April 2012 yang dibuat oleh Ahmad Nawi 

Ketua Kelompok Tani Rokan Bersatu, menyatakan bahwa : tidak 

mengakui lagi Kepengurusan Kelompok Tani Melayu Terpadu yang 

dipimpin Sdr. Ajirnarudin (Ketua II) dan mendukung kepengurusan Vang 

diketuai oleh Muhammad Tuah. 

27.  Surat Pernyataan tanggal 30 April 2012 yang dibuat oleh Jon Helen Ketua 

Kelompok Tani Rokan Sehati, menyatakan bahwa: tidak mengakui lagi 

Kepengurusan Kelompok Tani Melayu Terpadu yang dipimpin Sdr. 

Ajimarudin (Ketua II) dan mendukung kepengurusan yang diketuai oleh 

Muhammad Tuah. 

28. Surat Pernyataan tanggal 30 April 2012 yang dibuat oleh Erwan, SH. 

Korbid Humas Kelompok Tani Melayu Terpadu, menyatakan bahwa : saya 

telah mengundurkan diri dari Humas Pengurus Kelompok Tani Melayu 

Terpadu serta, idak mengakui lagi Kepengurusan Kelompok Tani Melayu 

Terpadu yang dipimpin Sdr. Ajimarudin (Ketua II) dan mendukung 

kepengurusan yang diketuai oleh Muhammad Tuah. 

29. Surat Pernyataan tanggal 29 April 2012 yang dibuat oleh Drs. Jauhari 

Korbid Humas Kelompok Tani Melayu Terpadu, menyatakan bahwa : saya 

telah mengundurkan diri dari Humas Pengurus Kelompok Tani Melayu 

Terpadu serta, idak mengakui lagi Kepengurusan Kelompok Tani Melayu 

Terpadu yang dipimpin Sdr. Ajimarudin (Ketua II) dan mendukung 

kepengurusan yang diketuai oleh Muhammad Tuah. 

 
67 Ibid., hlm. 38-39 
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30. Surat Pernyataan tanggal 29 April 2012 yang dibuat oleh Drs. A. Rajak, 

Penasihat Kelompok Tani Melayu Terpadu, menyatakan bahwa : saya 

telah mengundurkan diri dari Penasihat Pengurus Kelompok Tani Melayu 

Terpadu serta, idak mengakui lagi Kepengurusan Kelompok Tani Melayu 

Terpadu yang dipimpin Sdr. Ajimarudin (Ketua II) dan mendukung 

kepengurusan yang diketuai oleh Muhammad Tuah.68 

 

Sedangkan tergugat mengajukan alat-alat bukti yaitu alat bukti Surat berupa: 

1. Surat Akta Pendirian Perseroaan Terbatas PT. Rokan Agrindo Pratama 

Plantation (PT.RAPP), Nomor 15 tanggal 25 Juni 2009, dibuat dihadapan 

Nurhayati, SH., Notaris Kota Pekanbaru dengan pendiri 1. Tuan Halim 

Hasak dan 2. Tuan Aria Fajar;  

2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor : AHU-35412.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 27 Juli 

2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yakni PT.Rokan 

Agrindo Pratama Plantation ;  

3. Surat Perjanjian yang dibuat dibawah tangan, terdaftar dengan Nomor: 

108/W/2009/dua rangkap tanggal 10 Juli 2009 oleh Nurhayati, SH., 

Notaris Kota Pekan Baru antara I. Tuan Jufrizal dalam hal ini dalam 

jabatannya selaku Ketua I Kelompok Tani "Melayu Terpadu" 

Kepenghuluan Siarang-arang dengan II. Tuan Aria Fajar dalam hal ini 

bertindak selaku pendiri dan dalam jabatannya selaku Direktur PT. Rokan 

Agrindo Pratama Plantation ;  

4. Berita Acara, tanggal 08 April 2008 yang diketahui dan disetujui oleh 

Jumari Penghulu Siarang-arang tentang pertama membentuk Pengurus 

Kelompok Tani Kepenghuluan Siarang-arang, Kedua Memberi nama 

Kelompok Tani : Kelompok Tani Melayu Terpadu, Ketiga : Kelompok 

Tani Melayu Terpadu bergerak dibidang perkebunan mayarakat;69 

5. Surat Keputusan Penghulu Siarang-arang Nomor : 01/KPTS/KTMT/ 

SAA/2008 tanggal 06 April 2008, Tentang Susunan Pengurus Kelompok 

Tani Melayu Terpadu Kepenghuluan Siarang-arang dengan Ketua I 

Jufrizal, dst nya ;  

6. Surat Pernyataan, tanggal 04 Nopember 2008 yang dibuat oleh Pucuk 

Suku dan Ninik Mamak Suku Yang Tujuh, dan diketahui oleh Pimpinan 

Lembaga Adat Datuk Bendahara Jamsari dan Datuk Penghulu Siarang-

arang Jumari tentang lahan seluas kurang lebih 6.000 Ha yang terletak di 

Pematang Kopau pada satu hamparan tersebut tergabung di dua Dusun 

Kepenghuluan Siarang-arang telah bersedia untuk dijadikan perkebunan 

kelapa sawit;  

 
68 Ibid., hlm. 39-40 
69 Ibid., hlm. 43 



69 

 

7. Surat Penyerahan Lahan tanggal 04 Nopember 2008 diketahui oleh 

Jamsari, selaku Pimpinan Lembaga Adat Datuk Bendahara dan Jumari 

selaku Datuk Penghulu Siarang-arang. 

8. Surat Pernyataan, tanggal 04 Nopember 2008 yang dibuat oleh Pemuka 

masyarakat, Pemerintah Kepenghuluan Siarang-arang dan diketahui oleh 

Jamsari, selaku Pimpinan Lembaga Adat Datuk Bendahara dan Jumari 

selaku Datuk Penghulu Siarang-arang menyatakan antara lain bahwa 

dalam pembuatan naskah kerjasama pembangunan perkebunan kelapa 

sawit antara pihak Kelompok Tani Melayu Terpadu dengan pihak pemilik 

modal/investor harus diketahui dan disetujui oleh Pemuka Masyarakat, 

Tokoh Adat, Tokoh Pemuda serta Pemerintahan Kepenghuluan Siarang-

arang, dst nya;  

9. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, Mumpa Lua tertanggal 04 

Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Ketua Ali Amran dan 

Sekretaris Entoni disetujui oleh Penghulu Siarang-arang Jumari, dengan 

lampiran Susunan Pengurus Kelompok Tani "Mumpa Lua" Kepenghuluan 

Siarang-arang Periode 2008-2013 dan Surat Kuasa tanggal 04 Nopember 

2008, yang memberi kuasa kepada Jufrizal selaku Ketua Kelompok Tani 

Melayu Terpadu (KTMT) Kepenghuluan Siarang-arang untuk membuat -

dan menanda tangani perjanjian dengan Investor / penanam modal 

pembangunan kelapa sawit didalam wilayah Kepenghuluan Siarang-arang  

10. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, Rokan Sejahtera tertanggal 04 

Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Ketua Basri dan Sekretaris 

Pahmi disetujui oleh Penghulu Siarang-arang Jumari, dengan lampiran 

Susunan Pengurus Kelompok Tani "Rokan Sejahtera" Kepenghuluan 

Siarang-arang Periode 2008-2013 dan Surat Kuasa tanggal 04 Nopember 

2008, yang memberi kuasa kepada Jufrizal selaku Ketua Kelompok Tani 

Melayu Terpadu (KTMT) Kepenghuluan Siarang-arang untuk membuat 

dan menanda tangani perjanjian dengan Investor / penanam modal 

pembangunan kelapa sawit didalam wilayah Kepenghuluan Siarang-arang 

11. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, Kuala Mensolen tertanggal 04 

Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Ketua Agus Salim dan 

Sekretaris Nahrudin disetujui oleh Penghulu Siarang-arang Jumari, dengan 

lampiran Susunan Pengurus Kelompok Tani "Kuala Mensolen" 

Kepenghuluan Siarang-arang Periode 2008-2013 dan Surat Kuasa tanggal 

04 Nopember 2008, yang memberi kuasa kepada Jufrizal selaku Ketua 

Kelompok Tani Melayu Terpadu (KTMT) Kepenghuluan Siarang-arang 

untuk membuat dan menanda tangani perjanjian dengan Investor / 

penanam modal pembangunan kelapa sawit didalam wilayah 

Kepenghuluan Siarang-arang.70 

12. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, Rokan Karya tertanggal 04 

Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Ketua Edi M. dan Sekretaris 

Jasrijal disetujui oleh Penghulu Siarang-arang Jumari, dengan lampiran 

Susunan Pengurus Kelompok Tani "Rokan Karya" Kepenghuluan Siarang-
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arang Periode 2008-2013 dan Surat Kuasa tanggal 04 Nopember 2008, 

yang memberi kuasa kepada Jufrizal selaku Ketua Kelompok Tani Melayu 

Terpadu (KTMT) Kepenghuluan Siarang-arang untuk membuat dan 

menanda tangani perjanjian dengan Investor / penanam modal 

pembangunan kelapa sawit didalam wilayah Kepenghuluan Siarang-arang 

13. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, Rokan Maju tertanggal 04 

Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Ketua lyad Tuani dan 

Sekretaris Edi Tuani disetujui oleh Penghulu Siarang-arang Jumari, 

dengan lampiran Susunan Pengurus Kelompok Tani "Rokan Maju" 

Kepenghuluan Siarang-arang Periode 2008-2013 dan Surat Kuasa tanggal 

04 Nopember 2008, yang memberi kuasa kepada Jufrizal selaku Ketua 

Kelompok Tani Melayu Terpadu (KTMT) Kepenghuluan Siarang-arang 

untuk membuat dan menanda tangani perjanjian dengan Investor / 

penanam modal pembangunan kelapa sawit didaiam wilayah 

Kepenghuluan Siarang-arang ; 

14. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, Jalur Ambang tertanggal 04 

Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Ketua M. Tuah dan Sekretaris 

Juwenelbi disetujui oleh Penghulu Siarang-arang Jumari, dengan lampiran 

Susunan Pengurus Kelompok Tani "Jalur Ambang" Kepenghuluan 

Siarang-arang Periode 2008-2013 dan Surat Kuasa tanggal 04 Nopember 

2008, yang memberi kuasa kepada Jufrizal selaku Ketua Kelompok Tani 

Melayu Terpadu (KTMT) Kepenghuluan Siarang-arang untuk membuat 

dan menanda tangani perjanjian dengan Investor / penanam modal 

pembangunan kelapa sawit didaiam wilayah Kepenghuluan Siarang-arang  

15. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, Rokan Bersatu tertanggal 04 

Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Ketua Amat Nawi dan 

Sekretaris Yurli disetujui oleh Penghulu Siarang-arang Jumari, dengan 

lampiran Susunan Pengurus Kelompok Tani "Rokan Bersatu" 

Kepenghuluan Siarang-arang Periode 2008-2013 Kepenghuluan Siarang-

arang Periode 2008-2013 dan Surat Kuasa tanggal 04 Nopember 2008, 

yang memberi kuasa kepada Jufrizal selaku Ketua Kelompok Tani Melayu 

Terpadu (KTMT) Kepenghuluan Siarang-arang untuk membuat dan 

menanda tangani perjanjian dengan Investor/penanam modal 

pembangunan kelapa sawit didaiam wilayah Kepenghuluan Siarang-

arang.71 

16. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, Rokan Sejati tertanggal 04 

Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Ketua Musdadi dan Sekretaris 

Suhardi disetujui oleh Penghulu Siarang-arang Jumari, dengan lampiran 

Susunan Pengurus Kelompok Tani "Rokan Sejati" Kepenghuluan 

Siarang-arang Periode 2008-2013 dan Surat Kuasa tanggai 04 Nopember 

2008, yang memberi kuasa kepada Jufrizal selaku Ketua Kelompok Tani 

Melayu Terpadu (KTMT) Kepenghuluan Siarang-arang untuk membuat 

dan menanda tangani perjanjian dengan Investor / penanam modal 

pembangunan kelapa sawit didalam wilayah Kepenghuluan Siarang-arang 
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17. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, Mumpa Dalam tertanggal 04 

Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Ketua Walmukminin dan 

Sekretaris Suheri disetujui oleh Penghulu Siarang-arang Jumari, dengan 

lampiran Susunan Pengurus Kelompok Tani "Mumpa Dalam" 

Kepenghuluan Siarang-arang Periode 2008-2013 dan Surat Kuasa tanggai 

04 Nopember 2008, yang memberi kuasa kepada Jufrizal selaku Ketua 

Kelompok Tani Melayu Terpadu (KTMT) Kepenghuluan Siarang-arang 

untuk membuat dan menanda tangani perjanjian dengan Investor / 

penanam modal pembangunan kelapa sawit didalam wilayah 

Kepenghuluan Siarang-arang 

18. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, Rokan Makmur tertanggal 04 

Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Ketua Tuah dan Sekretaris 

Umar M. disetujui oleh Penghulu Siarang-arang Jumari, dengan lampiran 

Susunan Pengurus Kelompok Tani "Rokan Makmur" Kepenghuluan 

Siarang-arang Periode 2008-2013 dan Surat Kuasa tanggai 04 Nopember 

2008, yang memberi kuasa kepada Jufrizal selaku Ketua Kelompok Tani 

Melayu Terpadu (KTMT) Kepenghuluan Siarang-arang untuk membuat 

dan menanda tangani perjanjian dengan Investor / penanam modal 

pembangunan kelapa sawit didalam wilayah Kepenghuluan Siarang-arang 

19. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, Rokan Abadi tertanggal 04 

Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Ketua Hermanto dan Sekretaris 

Bahtiar disetujui oleh Penghulu Siarang-arang Jumari, dengan lampiran 

Susunan Pengurus Kelompok Tani "Rokan Abadi" Kepenghuluan Siarang-

arang Periode 2008-2013 dan Surat Kuasa tanggai 04 Nopember 2008, 

yang memberi kuasa kepada Jufrizal selaku Ketua Kelompok Tani Melayu 

Terpadu (KTMT) Kepenghuluan Siarang-arang untuk membuat dan 

menanda tangani perjanjian dengan Investor/penanam modal 

pembangunan kelapa sawit didalam wilayah Kepenghuluan Siarang-

arang.72 

20. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, Kasang Mungka tertanggal 04 

Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Ketua Sariganti dan Sekretaris 

Arlis disetujui oleh Penghulu Siarang-arang Jumari, dengan lampiran 

Susunan Pengurus Kelompok Tani "Kasang Mungka" Kepenghuluan 

Siarang-arang Periode 2008-2013 dan Surat Kuasa tanggal 04 Nopember 

2008, yang memberi kuasa kepada Jufrizal selaku Ketua Kelompok Tani 

Melayu Terpadu (KTMT) Kepenghuluan Siarang-arang untuk membuat 

dan menanda tangani perjanjian dengan Investor / penanam modal 

pembangunan kelapa sawit didalam wilayah Kepenghuluan Siarang-arang 

21. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, Rokan Bersama tertanggal 04 

Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Ketua Suwandi dan Sekretaris 

Armansyah disetujui oleh Penghulu Siarang-arang Jumari, dengan 

lampiran Susunan Pengurus Kelompok Tani "Rokan Bersama" 

Kepenghuluan Siarang-arang Periode 2008-2013 dan Surat Kuasa tanggal 

04 Nopember 2008, yang memberi kuasa kepada Jufrizal selaku Ketua 
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Kelompok Tani Melayu Terpadu (KTMT) Kepenghuluan Siarang-arang 

untuk membuat dan menanda tangani perjanjian dengan Investor / 

penanam modal pembangunan kelapa sawit didalam wilayah 

Kepenghuluan Siarang-arang. 

22. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, Rokan Sehati tertanggal 04 

Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Ketua Jon Helen dan Sekretaris 

Julius disetujui oleh Penghulu Siarang-arang Jumari, dengan lampiran 

Susunan Pengurus Kelompok Tani "Rokan Sehati" Kepenghuluan Siarang-

arang Periode 2008-2013 dan Surat Kuasa tanggal 04 Nopember 2008, 

yang memberi kuasa kepada Jufrizal selaku Ketua Kelompok Tani Melayu 

Terpadu (KTMT) Kepenghuluan Siarang-arang untuk membuat dan 

menanda tangani perjanjian dengan Investor/penanam modal 

pembangunan kelapa sawit didalam wilayah Kepenghuluan Siarang-arang. 

23. Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani, Danau Mutus tertanggal 04 

Nopember 2008 yang ditanda tangani oleh Ketua Edi M. dan Sekretaris 

Jasrijal disetujui oleh Penghulu Siarang-arang Jumari, dengan lampiran 

Susunan Pengurus Kelompok Tani "Danau Mutus" Kepenghuluan 

Siarang-arang Periode 2008-2013 dan Surat Kuasa tanggal 04 Nopember 

2008, yang memberi kuasa kepada Jufrizal selaku Ketua Kelompok Tani 

Melayu Terpadu (KTMT) Kepenghuluan Siarang-arang untuk membuat 

dan menanda tangani perjanjian dengan Investor / penanam modal 

pembangunan kelapa sawit didalam wilayah Kepenghuluan Siarang-arang 

24. Surat Nomor : 003/KTMT/SAA/XI/2009, tanggal 17 Nopember 2009 

yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris II Kelompok 

Tani Melayu Terpadu Kepenghuluan Siarang-arang yang ditujukan kepada 

Direktur/Pimpinan PT. Rokan Agrindo Pratama Plantation, perihal mohon 

bantuan Dana sebesar Rp. 65.000.000, 00 (enam puluh lima juta rupiah) 

guna untuk 1 Biaya pengurusan akta koperasi diperkirakan Rp. 

15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah), 2. Biaya untuk operasional 

pengajuan serta penyampaian izin pengolahan lahan, secara terpadu (mulai 

tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten Rokan Hilir) diperkirakan 

Rp. 40.000.000, 00 (empat puluh juta rupiah) dan 3. Biaya perlengkapan/ 

penunjang adminitrasi (pembelian 1 set Laptop) sebesar Rp. 10.000.000, 

00 (sepuiuh juta rupiah) jumlah total Rp. 65.000.000, 00 (enam puluh lima 

juta rupiah);73 

25. Surat Nomor: 004/KTMT/SAA/XII/2009, tanggal 15 Desember 2009 yang 

dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani 

Melayu Terpadi Kepenghuluan Siarang-arang yang ditujukan kepada 

Direktur/Pimpinan PT. Rokan Agrindo Pratama Plantation, perihal 

penyampaian laporan penggunaan bantuan dana yang diterima dari pihak 

PT. Rokan Agrindo Pratama Plantation yang diterima pada tanggal 15 

Nopember 2009 sebesar Rp. 15.000.000, 00 (lima belas juta rupiah);  

26. Surat Nomor : 005/KTMT/SAA/I/2010, tanggal 15 Januari 2010 yang 

dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani 
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Melayu Terpadi Kepenghuluan Siarang-arang yang ditujukan kepada 

Direktur/Pimpinan PT. Rokan Agrindo Pratama Plantation, perihal 

penyampaian perkembangan Kelompok Tani Melayu Terpadu 

Kepenghuluan Siarang-arang, bahwa dalam pengurusan Koperasi ini kami 

telah menggunakan dana pinjaman sebesar Rp. 8.500.000, 00 (delapan juta 

lima ratus ribu rupiah);  

27. Surat Nomor : 006/KTMT/SAA/l 1/2010, tanggal 01 Pebruari 2010 yang 

dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani 

Melayu Terpadi Kepenghuluan Siarang-arang yang ditujukan kepada 

Direktur PT. Rokan Agrindo Pratama Plantation, perihal permohonan 

pembangunan perkebunan kelapa sawit Masyarakat/Anak Kemenakan 

yang tergabung dalam Kelompok Tani Melayu Terpadu ;  

28. Berita Acara Musyawarah / Rapat Lembaga Adat Tuah Sakti Hamba 

Negeri Kepenghuluan Siarang-arang Kecamatan Pujud tanggal 26 April 

2010 yang telah menyepakati dan memutuskan antara lain : Bahwa kami 

bersedia memberikan jaminan (Agunan) kepada pihak PT. Rokan Agrindo 

Pratama Plantation berupa iahan yang akan diperuntukan bagi anggota 

Kelompok Tani sebanyak kurang lebih 200 Ha, dst nya ;  

29. Surat Nomor: 002/KTMT-SAA/IV/2012, tanggal 30 April 2012, perihal 

Penggantian pengurus Kelompok Tani Melayu Terpadu Siarang-arang 

yang ditanda tangani oleh Ketua Ajinarudin yang ditujukan kepada Datuk 

Penghulu Siarang-arang, perihal Penggantian Pengurus Kelompok Tani 

Melayu Terpadu Siarang-arang ; 

30. surat T - 30 tentang Surat Nomor: 08/LATSHN-SAA/VI/2012, tanggal 7 

Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Jamsari selaku Datuk Bendahara, dan 

Yunasi, SE selaku Sekretaris Lembaga Adat Tuah Sakti, Hamba Negeri 

Desa Siarang-arang, ditujukan kepada Pimpinan PT. Rokan Agrindo 

Pratama Plantation, perihal penyampaian hasil keputusan musyawarah 

Lembaga Adat Tuah Sakti Hamba Negeri Desa Siarang-arang 

31. Surat Nomor: 006/LATHN-SAA/IX/2012, tanggal 11 September 2012 

yang ditanda tangani oleh Pengurus Lembaga Adat Siarang-arang disetujui 

oleh Pimpinan Lembaga Adat Kepenghuluan Siarang Jamsari, yang 

ditujukan kepada Direktur PT. Rokan Agrindo Pratama Plantation, perihal 

pelaksanaan Pekerjaan Lahan Kelompok Tani.74 

  

Dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dimana Saksi-Saksi 

tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  

1. Saksi Bahari M. Zen  

a. Saksi pada saat ini menjabat sebagai Penghulu/Kepala Desa 

Siarang-arang menggantikan Pak Jumari setelah masa jabatan 8 fahun 
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menjadi Kepala Desa habis, dan Saksi juga menjabat sebagai Penasehat 

Kelompok Tani Melayu Terpadu (KTMT); 

b. Pembuatan perjanjian kerjasama masyarakat dengan pihak perusahaan 

Saksi tidak ikut, dengan pembagian kelompok tani 30 % dan 70 % bagi 

hasil, setahu Saksi modal awalnya adalah dari PT.Rokan Agrindo 

Pratama Plantation ;  

c. Saksi pernah bertemu dengan pihak Perusahaan PT. Rokan Agrindo 

Pratama Plantation yang menyebutkan bahwa untuk program itu 

dilanjutkan dan mereka tetap kerja sama dengan perusahaan dan 

masyarakat;  

d. Ajirnarudin sudah diberhentikan karena selalu dana dialokasikan 

kepada Ajirnarudin, yakni aliran dana dari pihak perusahaan aliran dana 

melalui Ajinarudin yang mengalir ke dia, dan aliran dana untuk 

kelompok tani;  

e. Saksi yang mempunyai lahan disana adalah Bilmar Situmorang di Desa 

Siarang-arang, dan Sdr. Bilmar Situmorang tidak masuk kedalam 

anggota kelompok tani;75  

 

2. Saksi Jumari : 

a. Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Siarang-arang sejak tahun 

2004 sampai dengan tahun 2010, dan sewaktu menjabat ada kerjasama 

Saksi dengan PT. Rokan Agrindo Pratama Plantation yang mencari 

lahan untuk masyarakat;  

b. Setelah terjadi kesepakatan kerjasama dilakukan dibentuklah 

Koperasi yang diketuai oleh Sdr. Jufrizal, dan kerjasama tersebut dibuat 

pembagian hasil 30 % untuk masyarakat 70 % untuk perusahaan ;  

c. Tidak ada dibuat laporan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 

dan perusahaan membuat izin 6.000 Ha dan pemilik lahan milik 

masyarakat;  

d. Lahan milik Bilmar Situmorang tidak masuk wilayah kelompok tani 

dan setahu Saksi Bilmar Situmorang memiliki lahan seluas kurang lebih 

6.000 Ha di Desa Siarang-arang ;76 

  

3. Saksi Syarifudin :  

a. Saksi tinggal di Desa Putat dekat/bersebelahan dengan Desa Siarang-

arang, dan Saksi pernah satu kali datang waktu pemilihan kelompok 

tani, dan hasii pertemuan ketua yang ditunjuk saat itu Muhammad Tuah 

dan Saksi datang dalam rapat hanya sebagai tamu ;  

b. Pada saat itu yang mengikuti pertemuan pemiiihan adalah Kepala Desa, 

Perangkat Desa, Lembaga adat ninik mamak, pemuka masyarakat dan 

masyarakat Siarang-arang ,   
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c. Saksi mengenal Pak Bilmar Situmorang sebagai teman, dan ada 

permasalahannyaa adalah lahan Bapak Bilmar Situmorang dengan 

Perusahaan PT. Agrindo surat SKGR nya semua atas nama masyarakat; 

d. Kondisi sepandan tidak ada, sebelumnya lahan disana masih hutan 

rimba, dan kondisi saat ini tidak ada hutan lagi dan ditumbang tahun 

2007; 

e. Bilmar Situmorang membeli lahan kepada masyarakat dilihat lahannya 

dan di ukur lahan tersebut, baru dibeli oleh Sdr. Bilmar Situmorang 

lahan milik masyarakat disana ;77 

  

4. Saksi Kamsuri: 

a. Saksi kenal dengan M. Tuah dan Saksi sehari-hari bekerja sebagai 

petani kebun karet, dan setahu Saksi M.Tuah menjabat Ketua 

Kelompok Tani dan terpilih pada waktu musyawarah kelompok tani 

tanggal 24 di tahun 2012 pada waktu pemilihan kelompok tani dan 

Saksi ikut melihatnya pemilihan ketua kelompok tani tersebut;  

b.  Saksi tidak ikut dalam kepengurusan ataupun anggota kelompok tani, 

ketua kelompok tani sebelumnya adalah Pak Juprizal, dan Pak Juprizal 

mengundurkan diri dari Ketua kelompok tani dikarenakan akan menjadi 

Sekdes ; ;  

c. Pada saat pemilihan Ketua kelompok tani diketahui oleh Ninik 

Mamak dan dalam pemilihan tersebut terpilih Ketua, Wakil, Sekretaris, 

Bendahara dan Anggota pilihan masyarakat;78  

 

Sedangkan Saksi-Saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut:  

1. Saksi 1. Ajirnarudin :  

a. Saksi menjadi Ketua Kelompok Tani tahun 2010 sampai sekarang, 

karena adanya pelimpahan dalam kepengurusan lama dengan Ketua 

lama Sdr, Jufrizal; 

b. Pembentukan kepengurusan yang pada awalnya dibuat karena sesuatu 

hal oleh Jufrizal Saksi ditunjukan sebagai Ketua, dan disana ada Forum 

Melayu 7 adat;  

c. Saksi mengetahui perjanjian antara Kelompok Tani Melayu Terpadu 

dengan Perusahaan PT. Rokan Agrindo ;  

d. Saudara Aria Fajar sebagai Bapak Angkat yang mengelola lahan 

dengan system bagi hasil 70 % milik perusahaan dan 30 % untuk 

masyarakat dan lahan disediakan bulan Juni 2009 dengan luas 6.000 Ha 
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e. Setahu Saksi Ketua Kelompok Tani Melayu Terpadu adalah Saksi 

bukan Muhammad Tuah menggantikan Jufrizal yang mengundurkan 

diri menjadi Ketua Kelompok Tani menjadi PNS ;  

f. Perjanjian tersebut dibuat pada waktu Penghulu Siarang-arang Pak 

Jumari yang berakhir tahun 2009 kemudian masa jabatan diganti Bahari 

M.Zein Penghulu tahun 2010 sampai sekarang ;  

g. Tidak ada perpecahan dalam susunan Kelompok Tani Terpadu, dan 

Kelompok Tani tidak mempunyai kantor;  

h. Setahu Saksi lahan yang dibuka 3.000 Ha sampai dengan 4.000 Ha dan 

sudah ada 3.000 Ha yang sudah ditanami sawit yang usia sawit 3 tahun 

dan 4 tahun dan masih ditanam, dan setahu Saksi yang merawat pohon 

sawit adalah Perusahaan Rokan Agrindo, dan pembagian bagi hasil dari 

pihak Perusahaan PT. Rokan Agrindo tidak ada ; 79 

 

2. Saksi Jamsari :  

a. Saksi kenal dengan M.Tuah, dan setahu Saksi yang menjadi Ketua 

Kelompok Tani adalah Ajinarudin dan tidak ada ketua kelompok Tani 

Melayu Terpadu di bentuk Kepengurusan yang baru ;  

b. Saksi sebagai Ketua adat sejak tahun 1987 sampai sekarang dan yang 

pilih Saksi menjadi Ketua Adat adalah masyarakat;  

c. Tugas Saksi adalah mengetahui suku ninik, mamak, melayu dan 

Lembaga adat serta masyarakat ada juga menyediakan lahan, kondtsi 

lahan dulu masih hutan dan Saksi tidak pernah dengar untuk 

penyerobotan tanah milik masyarakat kepada pihak Perusahan PT. 

Rokan Agrindo ;  

d. Saksi ikut sebagai anggota kelompok tani melayu terpadu, dan Saksi 

tidak mengetahui ada pembentukan Ketua yang baru  

e. Pada waktu dibuat perjanjian Saksi juga ikut tanda tangan di 

Notaris, setahu Saksi luas lahan 6.000 Ha dengan pembagian antara 

kelompok tani dengan pihak Perusahaan PT. Rokan Agrindo 30 % dan 

70 %, dan belum ada pembagian bagi hasil kepada kelompok tani;80 

  

3. Saksi Zulfami:  

a. Saksi sejak tahun 2009 ikut kelompok tani, dan Saksi kenal dengan 

M.Tuah, dan setahu Saksi M.Tuah termasuk salah satu anggota 

Kelompok Tani dan ada 15 Kelompok Tani yang membentuk 

Kelompok Tani adalah Penghulu  

b. Kelompok Tani dengan pihak Perusahaan PT. Rokan Agrindo 

menunggu hasil dulu baru ada pembagian hasil, sampai sekarang 

sistemnya bertahap dan masih proses penanaman, dan menikamti 
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hasilnya Saksi perkjrakan 2 tahun lagi dan belum ada panen buah sawit 

sampai sekarang ;  

c. Saksi kenal Bilmar Situmorang punya lahan disana kondisinya 

dulunya hutan, dan Sdr. Bilmar Situmorang membeli lahan dari 

masyarakat yang masuk dalam kelompok Tani;81  

 

4. Saksi Mukminin :  

a. Bahwa Saksi tidak memiliki lahan dan Saksi ikut kelompok tani supaya 

punya lahan disitu dan M. Tuah merupakan Anggota Kelompok Tani;  

b. Kelompok Tani tidak punya modal jadi dibentuklah Kelompok Tani 

Terpadu ;  

c. Setahu Saksi yang mencari Bapak angkat adalah Pak Sidik dan yang 

diangkat menjadi Bapak Angkat pihak Perusahaan PT. RAPP ;  

d. Yang mempunyai lahan adalah kelompok tani dan yang mengelola 

adalah pihak perusahaan dan belum ada yang produksi; 

e. Dalam perjanjian telah dilakukan antara kelompok tani dan pihak 

perusahaan PT. Agrindo yaitu 30 % dan 70 %, semua lahan dikelola 

oleh Perusahaan;82  

 

Berdasarkan pertimbangan hakim, gugatan penggugat diputuskan oleh 

Majelis Hakim antara lain: 

Dalam Konpensi : 

Dalam Eksepsi 

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; 

Dalam Pokok Perkara : 

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 

Dalam Rekonpensi : 

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tidak dapat 

diterima ; 
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Dalam Konpensi Dan Rekonpensi : 

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar 

biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan diucapkan 

sebesar Rp. 1.356.000.00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


